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ABSTRAK 

 

Sitem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ( SIPPD ) atau 

yang biasa dikenal dengan e-Planning merupakan perwujudan penyelarasan 

perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan 

tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan 

rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati No 24 tahun 2016  telah 

dipaparkan mengenai e-Planning ,kiranya dapat memberikan gambaran 

mengenai e-Planning dan sebagai tolak ukur dalam penerapan e-Planning 

yang akan diteliti oleh peneliti dalam penerapan e-Planning yang ditanggung 

jawabkan oleh Badan Perencanaan Pembanggunan daerah Lampung Barat  

berdasarkan Peraturan Bupati  No. 24 Tahun 2016. 

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih 

lanjut dalam skripsi ini yaitu bagaiman Implementasi e-Planning dalam 

Peraturan Bupati No. 24 tahun 2016 oleh Pemerintah Lampung Barat, 

bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi e-Planning dalam 

Peraturan Bupati No.24 tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Implementasi e-Planning dalam Peraturan Bupati Lampung 

Barat, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah mengenai Implementasi e-

Planning dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu 

peneltian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang 

digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah  wawancara, 

dokumentasi. 

Peneliti ini menyimpulkan implementasi e-planning masih menghambat 

akurasi dalam pengambilan keputusan pimpinan daerah dalam memberikan 

layanan terbaiknya terhadap masyarakat untuk mencapai peningkatan 

akuntabilitas aparatur daerah. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah (e-planning) sejauh ini tidak berjalan dengan maksimal sehingga 

belum memudahkan SKPD Kabupaten Lampung Barat dalam menyelesaikan 

masalah dengan mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan arahan yang 

terkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016. E-planning 

dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 oleh Pemerintah Lampung 

Barat belum sepenuhnya mampu mensejahterakan rakyatnya dikarenakan 

pengelolaan aset informasi daerah Kabupaten Lampung Barat belum akurat. 

Tinjauan fiqh siyasah dalam pelaksanaan fungsi perencanan pembangunan 

daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai 

dengan kajian fiqh siyasah dalam objek siyasah tanfidziyyah. 
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MOTTO 

 

                         

                         

Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika 

kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa 

yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah 

semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat 

kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain 

kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan 

terang". 

 (Q.S An-Nuur (24 : 54)) 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan bagian yang sangat penting dan mutlak 

kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena 

judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran 

dari semua judul yang terkandung di dalamnya. Judul karya ilmiah 

ini adalah “Implementasi e-Planning dalam Peraturan Bupati 

Lampung Barat No 24 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah ( 

Studi kasus di Bappeda Lampung Barat)”. 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam 

memahami judul ini maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah 

yang terdapat dalam judul  ini yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang 

dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau 

dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.
1
  

2. e-Planning adalah perwujudan penyelarasan perencanaan 

pembangunan didaerah yang dapat mendokumentasikan 

tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu 

dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan 

daerah dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan 

rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi 

rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan 

pembangunan daerah.
2
  

3. Peraturan Bupati Lampung Barat Pasal 2 Nomor 24 

Tahun 2016 adalah suatu pedomanan penyelarasan 

perencanaan pembangunan daerah yang mengatur proses 

penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui e-

Planning untuk seluruh pemangku kepentingan 

pembangunan dan mengelola penyampaian usulan kegiatan 

                                                             
1 Anton Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima (Jakarta: 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017), 352. 
2 Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning 
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prioritas, pengolahan data, dan penetapan rencana kegiatan 

untuk dokumen RKPD Daerah beserta perubahannya.
3
  

4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
4
 

5. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri.
5
  

6. Bappeda  adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan 

pelaksanaan kebijkan teknis perencanaan pembangunan 

serta penyususan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan 

pembangunan Daerah.
6
  

Dari judul diatas maka dapat disimpulkan maksud dari 

“Implementasi  e-Planning dalam  Peraturan Bupati Nomor 24 

tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kantor 

Bappeda Lampung Barat)” adalah  suatu suatu penelitian tentang 

penerapan  pelaksanaan e-Planning dalam  Peraturan Bupati 

Nomor 24 Tahun 2016 yang menjadi pedoman 

penyelarasanperencanaan Pembangunan Daerah melalui e-

planning. Yang diharapkan mampu memberikan kemajuan dalam 

Pembangunan Daerah di Lampung Barat. 

  

B. Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang 

sedemikian pesat merupakan peluang bagi pengaksesan, 

pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepatdan akurat 

sesuai dengan skala prioritas kebutuhan Pembangunan suatu 

Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 

tentang pedoman penyelarasan perencanaan Pembangunan Daerah 

                                                             
3  Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning. 
4 Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 864. 
5 Helma Maraliza Kartika S and Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyasah 

Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar 

Lampung,” AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law, Vol.1 No. 3 (2021): 4, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117. 
6 Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-

Planning. 
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melalui e-Planning, disebutkan bahwa e-Planning merupakan 

perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah 

yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan 

dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program 

dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama 

seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah, dalam 

rangka penyelarasan perencanaan pembangunan yang efektif, 

efisien dan akuntabel perlu untuk mengembangkan penyelarasan 

perencanaan pembangunan daerah melalui e-Planning.  

Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKDP) yang memiliki tugas pokok pelaksanaan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknik perencanaan 

pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah.
7
 

Adapun yang menjadi maksud dari Peraturan Bupati ini 

adalah untuk mengatur proses penyelarasan perencanaan 

pembangunan daerah melalui e-Planning untuk seluruh pemangku 

kepentingan pembangunan dan mengelola penyampaian usulan 

kegiatan prioritas, pengelolaan data, dan penetapan rencana 

kegiatan untuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD).
8
  Dan Peraturan Bupati ini dikeluarkan dengan tujuan 

untuk memberikan acuan pelaksanaan penyelarasan perencanaan 

pembangunan daerah melalui e-Planning bagi seluruh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pemangku kepentingan 

pembangunan daerah, menciptakan konsistensi tahapan 

perencanaan pembangunan daerah, mewujudkan transparansi, 

efektifitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah 

dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, 

dan mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk 

                                                             
7 Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016, 

tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-

Planning. 
8  Pasal 2 Ayat (1 ) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-

Planning. 
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menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang 

berkualitas.
9
 

Sejalan dengan prinsip good governance (pemerintahan 

yang baik), yang dimana pemerintahan yang baik merupakan sikap 

di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh 

berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan 

sumber-sumber sosial, politik, serta ekonomi.Dalam praktinya 

pemerintah yang baik adalah model pemerintah yang efisien, 

efektif, jujur, transparan, dan bertanggungjawab.
10

 Para satuan 

kerja perangkat daerah harus menciptakan konsistensi tahapan 

perencanaan pembangunan daerah, mewujudkan transparansi, 

efektifitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah 

dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik. 

Transparansi merupakan suatu hal yang dibangun atas dasar 

kebebasan arus informasi.
11

 Hal ini mutlak dilakukan untuk 

mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. 

Dalam Al-qur‟an menjelaskan bagaimana pemerintah yang 

seharusnya dijalankam untuk menciptakan good governance 

(pemerintahan yang baik), yang dimana terdiri konsep-konsepnya 

adalah akuntabilitas (berkaitan dengan pertanggungjawaban), 

transparansi (keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah), serta keadilan (pada hakikatnya adalah 

pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak nya). 

Terkait dengan nilai transparansi karena nilai transparansi sangat 

menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Sehubung 

dengan kejujuran dijelaskan dalam Al-qur‟an Surat Al-Isra‟ ayat 35 

dinyatakan: 

                           

       

                                                             
9  Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-

Planning. 
10 Dede Rosyada and Ubaidillah Abdul Rozak,  Demokrasi, Hak Asasi 

Manusia & Masyarakat Madani: Pendidikan Kewargaan Civic Education (Jakarta: 
Prenada Media, 2003), 98. 

11 Ibid., 212 
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Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 

menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran 

apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku 

curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dan 

merugikan orang lain, demkian pula kamu harus berlaku jujur dan 

adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. 

Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di 

dunia maupun di akhirat.
12

 

Adapun beberapa permasalahan yang sering dialami oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan 

rencana yaitu SKPD kesulitan dalam menyusun dokumen rencana 

dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan 

tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data 

realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis 

capaian kinerja biak antar waktu, antar wilayah, serta relevansi 

sehingga sasaran program dan kegiatan belum mencapai seperti 

apa yang diharapkan, adanya penyesuaian terhadap target rencana 

setiap tahun, hal ini tentu menyulitkan dalam menyusun anggaran 

prioritas dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, untuk 

melakukan hal ini membutuhkan sinkronisasi, verifikasi, validasi 

serta integritas data beserta alternatif rumusan-rumusan menuju 

percepatan serta ketetapan pencapaian tujuan organisasi baik 

jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
13

 

Maka dengan itu Pemerintah melakukan suatu inovasi yang 

berkaitan dengan inovasi teknologi yaitu SIPPD (Sistem Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah) atau biasa disebut e-Planning 

.Maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana implementasi e-

                                                             
12 Salim Bahreisy and Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir 

Jilid 5 (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 42. 
13 Egis Tektona Grandis, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program 

Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah”, Jurnal 

Hukum, Vol.1 No. 2 (Desember 2019): 104, https://docplayer.info/227841876-
Efektivitas-electronic-planning-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah-oleh-badan-

perencanaan-pembangunan-daerah-bappeda-kota-medan-skripsi.html. 
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Planning dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 dan 

perspektif fiqh siyasah. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi e-Planning 

Dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Perspektif Fiqh 

Siyasah”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada penerapan e-Planning yang 

diawasi langsung oleh badan penyelenggaraan pembangunan 

daerah yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 

2016. Sedangkan sub fokus penelitian adalah pandangan fiqh 

siyasah mengenai adanya e-planning dalam pembangunan daerah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi e-planning dalam Peraturan Bupati 

Nomor 24 Tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Lampung 

Barat? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi e-

planning dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 oleh 

Pemerintah Lampung Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap langkah dan 

usaha untuk bentuk apapun pasti memiliki suatu tujuan.Tujuan 

penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak 

dicapai oleh peneliti, selain dari arah penelitian juga ditentukan 

oleh tujuan penelitian.
14

 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni: 

1. Untuk mengetahui implementasi e-plannig dalam Peraturan 

Bupati  Nomor 24 tahun  2016 Lampung barat. 

                                                             
14 Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: 

Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 89. 
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2. Untuk mengetahui tinjauhan fiqh siyasah mengenai 

Implementasi e-planning dalam peraturan Bupati Nomor 24 

tahun 2016. 

 

F. Signifikasi Penelitian 

Di dalam penelitian ini juga diharapkan  dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca  dan penulis sendiri tentang manfaat nya, 

adapun diantara manfaat yang dapat diberikan: 

1. Manfaat teoritis atau keilmuan 

a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi e-planning dalam 

penyelanggaran pembangunan daerah demi menciptkan 

pemerintah daerah yang baik. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih kepada perkembangan bidang keilmuan dan 

dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan efektiftas 

penyelarasan pembangunan daerah yang baik dan 

berkualitas 

2. Manfaat Praktis 

a. Permasalahan yang terjadi diharapkan dapat segera 

diketahui, dan selanjutnya akan diberikan solusi agar dapat 

memperoleh hasil yang baik dalam pembangunan daerah. 

b. Manfaat penelitian ini juga diajukan untuk kegunaan praktis, 

yaitu menyelesaikan persoalan sejenis ,baik dalam sebuah 

masyarakat dan Negara. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Jika kita bandingkan dengan penelitian sebelumnya yang telah 

diteliti oleh Muhammad Habibi dengan judul “Evaluasi 

Implementasi e-Planning di Kabupaten Kutai Timur 

Menggunakan Metodologi PEGI”. Terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti saat ini, dimana perbedaanya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habibi tidak 

menggunakan Perspektif Fiqh Siyasah dalam penelitiannya, 

sedangkan persamaan yang terlihat sama-sama meneliti dan 

melakukan penelitian terkait e-Planning. Dalam penelitian yang 

sedang diteliti oleh Muhammad Habibi ini ia menggunakan 
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Metodolegi PEGI yaitu Pemerintahan E- Government Indonesia 

yang digunakan untuk menangkal KKN dengan 

menggunakakan E- Government.15
 

2. Penelitian yang telah diteliti oleh Egis Tektona Grandis dengan 

judul “Evektivitas Penerapan sistem E-Planning Program 

Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Dan 

Pembangunan Daerah Kota Banjar. Jika kita simak dalam 

penelitiannya ini yang menjadi masalah dalam penelitiannya 

ialah kurangnya efesiensinya dalam penerapan e-Planning di 

kota banjar yang menyebabkan banyak nya keluhan dari 

pegawai BAPPEDA. Penulis menyimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini kurang lebih nya sama fokus penelitiannya hanya 

yang membedakan dengan penelitian yang saya gunakan 

peneliti tidak menggunak fiqh siyasah dalam penelitiannnya.
16

 

3. Penelitian yang telah diteliti oleh Duwi Shofia dengan judul  

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda 

Kota Jambi Pada Sistem Berbasis E-Planning).
17

 Jika kita simak 

dalam penelitiannya yang menjadi masalah yang dihadapi 

peneliti ini ialah kurang siapnya pemerintah Kota Jambi dalam 

menerapkan sistem tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 

beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

dihadapi oleh peneliti saat ini, diman perbedaannya adalah 

dimana penelitian yang dilakukakn oleh Duwi Shofia 

menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. 

Analisis yang digunakan peneliti  secara deduktif, induktif, dan 

komperatif. Penelitian yang dilakukan oleh duwi Shofia juga 

tidak menggunakan Persfektif Fiqh Siyasah dalam 

penelitiannya, sedangkan persamaan yang terlihat jelas sama-

sama meneliti dan melakukan penelitian terkait e-Planning. 

                                                             
15 Muhammad Habibi, “Evaluasi Implementasi E-Planning Di Kabupaten 

Kutai Timur Menggunakan Metodelogi PEGI” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, 2018). 

16 Tektona Grandis, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program 

Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah...,” 89. 
17 Duwi Shofia, “Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kota Jambi Pada Sistem Berbasis E-Planning” (Skripsi, UIN Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi, 2019). 
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4. Penelitian yang telah diteliti oleh Rahmadani dengan judul 

“Pemanfaatan Sistem E-planning Dalam Perencanan 

Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah ( Bappeda) Kota Medan.
18

 Terdapat 

persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat, persamaanya 

dalam penelitian ini sama-sama meneliti e-planning dan metode 

yang digunakan sama, dan perbedaannya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmadani tidak menggunakan kajian Hukum 

Islam dalam penelitiannya. 

5. Penelitian yang telah diteliti oleh Fernada Tawaffal, Arman 

Delis, Junaidi dengan judul “ Studi penerapan Perencanaan 

berbasis E-Planning di Pemerintah Kota Jambi”.
19

 Jika kita 

simak dalam penelitiannya ini yang menjadi masalah masih 

belum maksimalnya sosialisasi bagi masyarakat dan pelatihan 

bagi admin sistem yang akan bereperan aktif dalam menerima 

semua usualan dan belum maksimalnya dukungan insfrastruktur 

sarana prasarana teknologi. Terdapat perbedaan dan persamaan 

didalam penelitian oleh Fernada Tawaffal, Arman Delis, Junaidi 

dimana perbedaannya ialah peneliti ini tidak menggunakan fiqh 

siyasah dalam penelitiannya sedangkan persamaan yang terlihat 

sama-sama meneliti tentang E-Planning. 

 

H. Metode Penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah tentu ada hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan yaitu metode penelitian agar dalam 

pelaksanaan dan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya secara keilmuan. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang 

                                                             
18 Rahmadani, “Pemanfaatan Sistem E-Planning Dalam Perencanan 

Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kota Medan” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019). 
19 Junaidi, “Fernanda Tawaffal, Arman Delis, Junaidi. „Studi Penerapan 

Perencanaan Berbasis E-Planning Di Pemerintah Kota Jambi‟” (Skripsi, Universitas 

Jambi, 2020). 
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langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.
20

 

Dilakukan dengan menggali data langsung dari lapangan 

penelitian, Data yang diteliti adalah data proses penerapn e-

Planning dalam peraturan bupati nomor 24 tahun 2016 di 

Bappeda Lampung Barat, Hal tersebut dilakukan sebagai 

pemenuhan data primer, jadi untuk mendapatkan informasi 

penerapan tentang Peraturan Bupati di Lampung Barat 

penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 

merasakan dampak adanya Perbub secara bebas dan 

terpimpin . Bebas dan Terpimpin yaitu wawancara yang 

dilakukan  secara bebas namun dipimpim dengan adanya 

kerangka pertanyaan. Sedangkan untuk data sekunder 

penulis mencarinya dari buku-buku Fiqh dan buku-buku 

lainnya yang secara langsung maupun tidak lansung terkait 

dengan hubungan dengan pokok permasalahannya. 

 

b. Sifat Penelitian 

Jika dilihat dari sifat penelitiannya ini bersifat 

deskriptif , deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan 

dengn mengumpulkan data atau informasi aktual secara rinci 

yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi 

masalah atau memeriksa kondisi dan praktik - praktik yang 

berlaku yang disajikan dalam bentuk kata dan gambar, 

berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan jenis 

penelitiannnya deskriptif Kualintatif.
21

 

2. Sumber Data 

Data adalah bahan informasi untuk berfikir gamblang 

(ekspilist). Kemungkinan pemecahan persoalan atau keterangan 

keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui 

pengumpulan data  yang relevan atau ada kaitannya.
22

 

a. Data Primer 

Yaitu sumber data yang diperoleh secaralangsung dari  

sumber aslinya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

                                                             
20 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan 

Lampung, 2014), 12. 
21 Ibid., 29. 
22 Ibid., 111. 
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empirik yaitu berdasarkan fakta dilapangan melalui 

wawancara mendalam dengan pihak pihak yang mewakili. 

b. Data Sekunder 

Sumber data diperoleh  dengan cara melakukan studi 

pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data 

dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan 

menganalisi sumber  kepusatakaan  yang relevan seperti 

buku-buku, catatan kuliah, UU otonomi daerah dan jurnal 

yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.
23

 Data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku 

yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 

perundang-undangan.  

3. Populasi dan sampel 

Populasi dan sampel memberikan  peran penting dalam 

penelitian, agar memudahkan penulis ketika dalam suatu 

penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam 

lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikejakan 

satu persatu. 

a. Populasi  

Populasai adalah totalitas dari semua objek atau 

individu yang memiliki kareteristik tertentu, jelas dan 

lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi 

dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dana 

lainnya.
24

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

pegawai dengan bidang dan sub bidang pada struktur 

BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sebagai penanggung 

jawab dalam pelaksanaan  pembangunan daerah melalui e-

planning. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang  memiliki 

ciri ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sample juga 

dapat didefenisikan sebagai anggota populasi yang dipilih 

dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

                                                             
23 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 9. 
24 Susiadi, Metodologi Penelitian, 120. 
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dapat mewakili populasi.
25

 Tujuan peneliti mengambil 

sample ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek 

dengan jalan hanya mengamati sebagaian saja dari populasi 

yang sangat besar jumlahnya. 

Teknik sampling (pengambilan sample) teknik 

sampling yang dipakai adalah purposive sampling yakni 

pengambilan sample dengan ciri-ciri atau sifat tertentu yang 

diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan eratdengan 

ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang 

telahdiketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang 

spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci 

untuk pengambilan sample.
26

 Adapun yang dijadikan sample 

dalam penelitian ini berjumlah 2 pegawai dari perwakilan 

bidang yang sesuai pada kebutuhan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-

peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-

karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang 

akan menunjang atau mendukung penelitian.
27

 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan memberikan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 

dicatat atau direkam.
28

 Tanpa adanya wawancara maka 

peneliti akan kekurangan bahkan kehilangan informasi 

yang hanya dapat didapatkan melalui jalur tersebut. 

Adapun responden yang akan dimintai wawancara 

akan dimintai keterangan dan data adalah warga yang 

mewakili populasi yang terdiri dari  pemerintah daerah 

yang tediri (Bupati, SKPD, Pemerintah kecamatan), 

DPRD, Masyarakata umum dan bappeda sebagai 

penanggung jawab dalam pelaksaan pembangunan daerah 

melalui e-Planning 

                                                             
25 Ibid. 
26 Ibid., 130. 
27 Ibid., 134. 
28 Ibid., 158. 



13 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, 

namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan 

dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen 

rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.
29

 

5. Pengelolaan Data  

Pengelolaan data adalah suatu proses memperoleh 

data dari ringkasan dengan menggunkan cara-cara atau 

rumus-rumus tertentu. Pengelolaan data ini meliputi kegiatan 

sebagai berikut:  

a. Editing adalah pengecekan data yang telah dikumpulkan, 

karena kemungkinan data yang masuk (raw data ) atau 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing 

adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang 

terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat 

koreksi,sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau 

diperbaiki. 

b. Koding, apabila  tahap editing telah selesai, catatan 

jawaban dipandang sudah cukup rapi dan menghasilkan 

data yang baik dan cermat, maka kegiatan Koding 

dapatsegera dilakukan. Koding adalah mengklarifiksasi 

jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-

kategori. Klarifikasian itu dilakukan dengan cara 

menandai masing-masing jawaban itu dengan kode tanda 

tertentu, lazimnya dalam bentuk angka.
30

 

c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika pokok bahasan berdasarkan pokok 

masalah.
31

 

6. Metode Analisi Data 

Setelah diperoleh,selanjutnya menganalisis data dengan 

menggunakan metode deskriptif kualititaf,yaitu data yang 

                                                             
29 Ibid., 170. 
30 Koentjaradiningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1983), 272. 
31 Muhammad Abdul, Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan 

Masalah (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), 12. 
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digunakan dikumpulkan berupa kata-kata,gambaran dan bukan 

angka-angka, hal ini disebabkan karna adanya penerapan 

metode kualitatif, dengan demikian laporan penelitian berisi 

kutipan-kutipan data untuk memperoleh pengyajian laporan 

tersebut,data berasal dari naskah wawancara lapangan, catatan, 

video dokumentasi, dan dokumentasi resmi.
32

 

Penulis ini juga menggunakan analalisis data secara 

induktif.Metode induktif ialah menarik kesimpulan, berawal 

dari yang khusus, lalu penulis mengadakan perbandingan 

antaran teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan guna 

mengambil kesimpulan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan 

yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan 

skripsi ini selanjutnya, yaitu: 

 

1. Bab 1 Pendahuluan  

Dalam bab ini penyusun menegaskan terhadap penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (meliputi 

jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan 

data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan 

sistematika penelitian. 

2. Bab II Landasan Teori  

Bab ini penyusun memaparkan tentang landasan terhadap 

beberapa teori reverensi yang menjadi landasan dalam 

mendukung study penelitian ini diantaranya diantaranya teori 

fiqh siyasah, maslhah mursalah, ruang lingkup fiqh siyasah, 

ruang lingkup siysah dusturiyah, teori tentang pembangunan 

daerah, dan  e-Planning menurut perbub No 24 tahun.   

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini penyusun memberikan gambaran umum 

Kabupaten Lampung Barat, Profil Bappeda Lampung Barat, 

                                                             
32 Ibid., 7. 
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Impelementasi e-Planning ole Bappeda Lampung Barat, faktor- 

Faktor dalam penerapan e-Plannin oleh Bappeda Lampung 

Barat. 

4. Bab IV Analisis Penelitian  

Bagian ini penyusun membahas dari berbagai hasil 

pengumpulan data dan analisis penulis mengenai hasil 

kesimpulan dalam penelitian ini. 

5. Bab V Penutup 

Bab terakhir penyusun meringkas terkait kesimpulan dan 

rekomendasi.  Kesimpulan merangkum seluruh penemuan 

penulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Rekomendasi menyajikan secara ringkas kepada Badan 

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Lampung Barat 

meningkatan e-Planning di Lampung Barat. 

 



16 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu Fiqh dan 

Siyasah, makna Fiqh ialah upaya sungguh-sungguh dari para 

ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara‟ 

sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh itu sendiri juga 

disebut juga dengan hukum Islam. Karena Fiqh bersifat 

ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut pun 

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 

perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu 

sendiri. Sedangkan makna Siyasah adalah berasal dari kata 

sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah  atau 

pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.
1
 Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah  salah satu aspek 

hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemashlatan manusia itu sendiri.  

Dapat dipahami bahwa pengertian fiqh adalah upaya 

sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali 

hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat 

Islam. Fiqh juga dapat disebut hukum Islam karena sifatnya 

ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut 

akhirnya mengalami perubahan dan perkembangan sesuai 

dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi. 

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Terdapat perbedaan dikalangan ulama dalam menentukan 

ruang lingkup  empat bidang, tiga bidang pembahasan. Bahkan 

ada yang membagi delapan bidang. Namun perbedaan ini 

tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Fiqh 

siyasah atau siyasah syar‟iyyah adalah ilmu yang mempelajari 

ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara 

                                                             
1 Iqbal, Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, 4. 
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dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan 

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 

dasar-dasar ajaran atau ruh syari‟at untuk mewujudkan 

kemashlahatan umat.
2
 Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

QS. Al-Baqarah ayat 130 yang berbunyi: 

                            

                

“dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, 

melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan 

sungguh Kami telah memilihnya[90] di dunia dan 

Sesungguhnya Dia di akhirat benar-benar Termasuk orang-

orang yang shaleh.” 

 

Dengan kata lain fiqh siyasah adalah ilmu tata negara 

yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata 

sosial Islam. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh 

siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber 

kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan 

bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan 

kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa 

pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan 

kekuasaannya.
3
 

  

3. Macam-macam Fiqh Siyasah 

Menurut Hasbi al-Shiddieqy aspek kajian fikih siyasah 

terbagi 8, yaitu: Siyasah dusturiyah syar‟iyyah (politik perundang-

undangan), siyasah tasyri‟iyyah syar‟iyyah (politik hukum), 

siyasah qadhaiyah syar‟iyyah (politik peradilan), siyasah maliyah 

syar‟iyyah (politik ekonomi), siyasah idariyah syar‟iyyah (politik 

administrasi), siyasah dawliyah syar‟iyyah (politik hubungan 

                                                             
2 Nurhayati and Ali Imran Sinaga, Fiqh Dan Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada 

Media, 2018), 187. 
3 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejaran dan Pemikiran 

(Jakarta: UI Press, 1991), 2. 
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internasional), siyasah tanfiziyah syar‟iyyah (politik pelaksanaan 

perundang-undangan) dan siyasah harbiyah syar‟iyyah (politik 

peperangan). 

a. Siyasah Dusturiyah Syar‟iyyah (Politik Perundang-

Undangan) 

Dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang 

pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Kata 

dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang 

salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu 

negara.
4
 Secara istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama 

anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang 

tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Dengan 

demikian siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah 

yang membahas mengenai masalah perundang-undangan 

Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat hukum Islam. 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum) 

Secara etimologis, siyasah syar'iyyah dapat diartikan 

sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i, yaitu 

suatu bentuk kebijakan negara yang sejalan dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan rasul-Nya 

(peraturan islami). Menurut Abdurrahman Taj yang 

dimaksud dengan siyasah syar'iyyah adalah nama bagi 

hukum yang digunakan untuk mengatur alat kelengkapan 

negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan 

prinsip dasar syariat yang universal guna merealisasikan 

cita-cita kemasyarakatan, kendati hal itu tidak ditunjukkan 

oleh nas tafsili (terperinci) dan juz'i (partikular), baik dalam 

Alquran maupun dalam sunah. 

Menurut Ibnu Aqil, ahli fikih dari Baghdad,  siyasah 

syar'iyyah adalah suatu tindakan yang secara praktis 

membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan 

terhindar dari kerusakan, kendatipun Rasulullah SAW 

                                                             
4 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2014), 177-178. 

https://republika.co.id/tag/politik
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sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu 

tidak turun. 

Dari dua definisi siyasah syar'iyyah tersebut dapat 

dipahami bahwa para pemegang tampuk kekuasaan 

(pemerintah, ulil amri, atau wulat al-amr) di samping 

memiliki kompetensi untuk menerapkan hukum Allah, juga 

memiliki kewenangan untuk membuat berbagai peraturan 

hukum berkenaan dengan hal yang tidak diatur syariat 

secara eksplisit dan terperinci. Untuk itu diperlukan kajian 

ijtihad sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap tuntutan nas, 

dan sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan yang 

secara langsung belum tersentuh oleh kedua sumber hukum 

utama yakni Alquran dan hadist. 

c. Siyasah Qadhaiyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan) 

Siyasah Qadhaiyyah yaitu lembaga peradilan yang 

bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara 

menggunakan syariat Islam. Al-Qadha‟ (Peradilan) 

merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran 

dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk 

memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa 

yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW. secara 

langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul 

di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah 

SWT. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa 

masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan dalam 

masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di 

pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum 

kering; dalam masalah al-Mazalim mengenai penetapan 

harga dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan 

seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.
5
 

d. Siyasah Maliyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi) 

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting 

dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut 

tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam 

                                                             
5 Skripsi Nabilla Farah Quraisyta, Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap 

Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan 

Fasilitas Umum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. 
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kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber 

pendapatan Negara pos-pos pengeluaran Negara.
6
 Siyasah 

maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang 

harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, 

agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak 

semakin lebar, produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi 

oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di 

dalam aturan-aturan hukum , agar keadilan dan kepastian . 

Adalah benar pernyataan bahwa “Hukum tanpa moral dapat 

jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat 

menimbulkan ketidakpastian.
7
 

e. Siyasah Idariyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi) 

Pada abad modern Siyasah Idariyah merupakan suatu 

cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari 

Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan 

mecakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-

badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber 

landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari al-

Qur‟an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. 

Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari 

kata adara asy-syay‟ayudiru idariyyah yang artinya 

mengatur atau menjalankan sesuatu.
8
 Adapun pengertian 

idariyyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang 

mendefinisikan. Siyariyyah idariyah disebut juga hukum 

administrasi (al-Ahkariyyah). 

f. Siyasah Dawliyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan 

Internasional) 

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik 

Islam dikenal dengan istilah siyasah dauliyah. Istilah 

siyasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang 

memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah secara 

                                                             
6 Nurcholis Majid, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

Prenadamedia Group, 2014, 317. 
7 H.A Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

Rambu Syaria Kencana, 2017. 
8 Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah (Bayt 

ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003),7. 
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etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat 

keputusan. Sedangkan kata siyasah secara istilah menurut 

Ibn „Aqil yang dikutip Ibn alQayyim bahwa siyasah adalah 

segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat 

kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. 

Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan 

Allah SWT tidak menentukannya.
9
 

Adapun kata dauliyah secara etimologi berasal dari 

kata daala-yaduuludaulah (Negara, kerjaan, dan kekuasaan) 

memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, 

kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna 

kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian ilmu 

hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan 

antarnegara.
10

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dauliyah 

mengandung arti daulat. Sedangkan siyasah dauliyah berarti 

sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur hubungan 

Negara dalam hal hubungan internasional, masalah 

territorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan 

politik, pengusiran warga negara asing, selain itu juga 

mengurusi kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbale 

balik dengan kaum dzimmi, hudud dan qisash. Yang pada 

intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum 

internasional.
11

 

g. Siyasah Tanfiziyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan 

Perundang-Undangan) 

Siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah ini merupakan 

kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh 

nabi muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah 

adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem 

pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan 

                                                             
9 H.A Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam 

Ramburambu Syariah, (Jakarta,Kencana 2009), 25. 
10 Ija Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah) 

(Bandung : Pustaka Setia, cet I 2015), 15. 
11 Ibid,. 
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peraturan perundang-undangan negara.
12

 Tugas al-Sulthah 

tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini 

negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah 

dirumuskan tersebut.
 

h. Siyasah Harbiyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan) 

Fiqih Harbiy. Harbiyah bermakna perang, secara kamus 

Harbiyah adalah perang, keadaan darurat atau genting. 

Sedangkan makna Siyasah Harbiyah adalah wewenang atau 

kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan 

perang atau darurat.
13

 Dalam kajian Fiqh Siyasahnya yaitu 

Siyasah Harbiyah adalah pemerintah atau kepala negara 

mengatur dan mengurusi hal-hal dan masalah yang 

berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, 

hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan 

perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian. 

 

4. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah 

Fiqh siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan 

dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan 

kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, 

dan lain-lain.
14

 Dalam istilah modern disebut hukum konstitusi. 

Siyasah dusturiyah ini meliputi sebagai berikut: 

1) Siyasah tasyri‟iyyah syar‟iyyah (peraturan tentang 

pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan 

syari‟at Islam). 

2) Siyasah qadha‟iyyah syar‟iyyah (peraturan tentang 

peradilan yang sesuai dengan syariat Islam) 

3) Siyasah idariyah syar‟iyyah (peraturan tentang 

administrasi negara yang sesuai dengan syariat Islam). 

                                                             
12 Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2001), 273. 
13 Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta, Pranada Media Group, Cet ketiga, 2003), 31. 
14 M. Edward Rinaldo, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam 

Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di 
Indonesia,” AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law, Vol.1 No.1 (2021): 34, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117. 
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4) Siyasah tanfidzyah syari‟ah (peraturan mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).
15

 

Pada kajian penelitian ini, penulis fokus pada kajian fiqh 

siyasah tanfidziyyah sebagai tinjauan dalam penelitian ini, 

dikarenakan siyasah tanfidziyyah dalah salah satu bagian 

terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut 

tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.
16

 

Tugas al-Sulthah tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-

undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan 

dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah 

dirumuskan tersebut. 

Dapat dipahami bahwa dalam Islam yang menjadi latar 

belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara 

dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang 

di tetapkan al-Qur‟an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Fiqh 

siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis 

dalam masyarakat Islam.
17

 Prinsip pertama adalah bahwa seluruh 

kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena Dia (Allah 

SWT) yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa 

hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur‟an dan hadist 

nabi, sedangkan hadist merupakan penjelasan tentang al-Qur‟an. 

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan 

kekuasaan, yaitu : Sulthah al-tasyri‟iyyah (kekuasaan Legislatif), 

Sulthah al-thanfidziyah (Kekuasaan Eksekutif), Sulthah al-

qadha‟iyyah (Kekuasaan Yudikatif).
18

 

Dalam perspektif  Islam tidak lepas dari al-Qur‟an, sunnah 

dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta 

pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah tanfidziyyah 

                                                             
15 Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan (Jakarta: Amzah, 

2020). 
16 Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2001), 273. 

        17 Ibn „Abidin, Radd Al-Muhtar „ala Al-Durr Al-Mukhtar (Beirut: Dar 

Ihya` al-Turats al-„Arabi, 1987), 147. 
       18 Hakim Javid Iqbal, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Cet Ke-3 

(Bandung: Mizan, 1996), 57. 
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syar‟iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam 

Islam, terutama oleh nabi Muhammad SAW.
19 

Pemerintah Daerah memiliki kewewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang 

telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan 

kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri 

maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara 

(hubungan nasional).
20

 Islam telah menganugerahkan kemuliaan 

pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang 

perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, 

kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral 

dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat 

manusia. 

Fiqh Siyasah Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap 

individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya 

Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di 

samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam 

juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak 

yang dijamin dan dilindungi. Pada tingkatan yang lebih luas, yang 

menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Demi menjaga 

eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar 

hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, 

majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. 

Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai 

dengan nilai-nilai agama. Pada tingkatan selanjutnya, Islam 

menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki 

kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara 

memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan 

mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.  

Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum 

Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah 

masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi 

menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan 

                                                             
19 Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2001), 273. 
20 M. Iqbal, Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Gramedi Group, 2001), 62. 
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beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-

undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan 

rakyat. 

Allah juga telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan 

sosial bagi para pekerja larangan-larangan terdapat didalam 

Alqur‟an dan hadis, sudah seharusnya masyarakat harus patuh dan 

tunduk pada kaidah-kaidah tersebut. Sehingga dalam setiap 

bertindak, harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah yang telah 

ditetapkan Allah.  

 

B. Maslahah Mursalah 

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan 

dalam hukum yang ditetapkan Allah. Seluruh hukum yang 

ditetapkan Allah SWT  atas  hamba-Nya adalah mengandung 

Maslahah. Tidak ada hukum syara‟ yang sepi dari mashlahah. 

Setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan 

manusia, maka biasanya perbuatan itu terdapat hukum syara‟ 

dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang 

dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya utnuk 

perbuatan itu ada hukum syara‟ dalam bentuk larangan. Setiap 

hukum syara‟ selalu sejalan dengan akal manusia dan akal sejalan 

dengan hukum  syara‟. 
21

 

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata Shalaha )صلح(  dengan 

penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” 

lawan kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti 

kata shalah)صلا ح( yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadannya 

kerusakan”.Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti 

perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan menusia. 

Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang 

bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 

menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti 

menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau 

kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut 

mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, 

                                                             
21 H. Amir Syarifuddin, Ushul fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 342. 
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yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau 

menghindarkan kemudhorotan.
22

 

Ulama berbeda dalam memberikan definisi tentang 

mashlahah mursalah, berikut pendapat para ulama:
23

 

a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan 

mashlahah mursalah sebagai berikut: “Apa-apa (maslahah) 

yang tidak ada bukti baginya dari syara‟ dalam bentuk nash 

tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang 

memeperthatikannya”. 

b. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan 

definisi, “Maslahah yang tidak diketahui apakah syari‟ 

menolaknya atau memperhitungkannya.” 

c. Ibnu Qudaimah dari ulama Hanbali merumuskan: “Maslahat 

yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang 

membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.” 

d. Yusuf Hamid al-Alim, Apa-apa (maslahah) yang tidak ada 

petunjuk syara‟ tidak untuk membatalkannya, juga tidak 

untuk memerhatikannya” 

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang 

al-maslahah al-mursalah, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap 

manfaat yang di dalamnya tersadapat tujuan syara‟ secara 

umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima 

atau menolaknya.
24

 Dalam mengartikan  mashlahah secara 

definitf terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, berikut 

pendapatnya
25

: 

a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah 

itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) 

dan menjauhkan mudarat (kerusakan),  

b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hamper sama 

dengan Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara‟ dengan 

menghindarkan kerusakan dari manusia. 

                                                             
22 Ibid., 345. 
23 Ibid., 355. 
24 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 

119. 
25 Ibid., 354. 
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c. Al- „Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qowa‟id al-

Ahkam, memberikan arti mashlahah dalam bentuk 

hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan 

bentuk majazi nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan 

kesenangan dan kenikmatan” tersebut. 

d. Al-Syatibi mengartikan mashlahah itu dari dua pandangan, 

yaitu dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyatan dan 

dari segi tergantungnya tuntutan syara‟ kepada mashlahah. 

e. Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan, berarti : 

“Sesuatu kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, 

sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikendaki oleh sifat 

syahwati dan aklinya secara mutlak.” 

f.  Dari tergantungnya tuntunan syara‟ kepada mashlahah, 

yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan 

hukum syara‟. Untuk menghasilkannya Allah menuntut 

manusia untuk berbuat. 

g. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Amin 

dalam bukunya al-Maqasid al–ammah li al-Syari‟ati al-

Islamiyyah mendefinisikan mashlalaha sebagai berikut: 

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara‟ 

dalam bentuk ibadat atau adat” 

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan 

hukum, mashlahah ada tiga macam, yaitu: 

a. Mashlahah dharuriyah, adalah kemaslahatan (lima prinsip 

pokok) yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh 

kehidupan manusia. 

b. Mashlahah hajiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat 

kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada 

tingkat dharuri. Mashlahah hajiyah jika tidak terpenuhi 

dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung 

menyebabkan rusaknya lima unsur pokok. 

c. Mashlahah tahsiniyah, adalah mashlahah yang tingkat 

kebutuhan hidup manusia kepadannya tidak sampai pada 

tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji,namun 

kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi 

kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. 
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Mashlahah dalam bentuk tahsini (perbaikan) ,juga berkaitan 

dengan kebutuhan pokok manusia. 

d. Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan 

hukum, mashlahah itu juga disebut juga dengan munasib. 

Mashlahah dalam artian munasib terbagi menjadi tiga 

bagian : 

e. Mashlahah al-Mu‟tabarah, yaitu mashlahah yang 

diperhitungkan oleh syari‟. 

f. Mashlahah al-Mughlah, yaitu, mashlahah yang dianggap 

baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara‟ da nada 

petunjuk syara‟ yang menolaknya.  

g. Mashlahah al-Mursalah (biasa disebut juga Istishlah), yaitu 

apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan 

syara‟, dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk 

syara‟ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula 

petunjuk syara‟ yang menolaknya. 

Definisi dari al-Thufi ini berkesesuaian dengan definisi 

al-Ghazali yang memandang mashlahah dalam artian syara‟ 

sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara‟. 

Dari berbagai definisi tentang mashlahah dengan rumusan yang 

berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah 

sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena 

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kan keburukan 

(kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara‟ dalam 

menetapkan hukum. 

 

C. e-Planning 

1. Pengertian e-Planning 

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-

Planning) adalah aplikasi penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, 

Renja Pemerintah Daerah agar dapat diselesaikan dengan 

mudah,cepat,tepat, dalam penyusunan dokumen perencanaaan 

sebagaimana diamanatkan dalam pearmendagri No. 86 tahun 

2017, sehingga pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah serta selaku coordinator dalam 

penyusunan program kerja OPD sehingga perencanaan 

pembangunan daerah yang telah dibuat dapat berjalan 
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secaraefektif, efesien dan terintegrasi.
26

 E-Planning yang berisi 

tentang menumenu RPJMD selama 5 tahunan bersama Rencana 

Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Renstra 

dan Renja SKPD yang disertai dengan laporan-laporan yang 

digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah 

Daerah.
27

 

Sistem Informasi perencanaan Pembangunan Daerah 

(SIPPD) atau yang biasa disebut dengan e-Planning adalah 

suatu proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, 

pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data 

tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang 

perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pengelolaan 

dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan 

daerah perlu membangun system informasi perencanaan 

pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan 

pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem 

informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak 

terpisahkan. Perangkat dan peralatan system informasi 

perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar 

yang ditentukan oleh menteri.  

Suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan 

informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen 

rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dengan adanya 

aplikasi e-planning ini diharapkan BAPPEDA dapat 

mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting 

bagi para stakeholder. E-planning menjadi alat bantu 

BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku 

koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga 

Secara umum tujuan tujuan penyusunan sistem informasi 

perencanaan pembangunan daerah adalah: 

a. menghasilkan program perencanaan dan pembangunan 

daerah, yang terintegrasi dalam sistem on-line dan off-

                                                             
26 Tito Aryono Nugroho, Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process 

Pada Aplikasi E-Planning, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), 20. 
27 Egis Tektona Grandis, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program 

Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah…,” 23. 
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line. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang 

melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan 

masyarakat. 

b. Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat 

pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang 

dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional. 

c. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam 

mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan 

pemerintah daerah. 

d. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang 

melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan 

masyarakat. 

e. Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat 

pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang 

dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional. 

f. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam 

mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan 

pemerintah daerah.
28

 

Dikarenakan sistem informasi perencanaan pembangunan 

ini memfasilitasi mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan 

sampai dengan tingkat kota baik melalui Musrenbang tingkat 

kota maupun forum OPD, maka banyak pihak yang terlibat 

dalam pengaplikasian sistem tersebut. Pihak yang terlibat 

tersebut meliputi pihak wilayah yaitu kelurahan dan kecamatan 

se-Kota Jambi sampai dengan seluruh OPD di lingkungan 

Pemerintah Kota Jambi dengan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator dan 

verifikator pengaplikasian sistem tersebut.
29

 

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 

dijelaskan pengertian e-Planning adalah perwujudan 

penyelarasan perencanaan pembangunan didaerah yang dapat 

mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka 

                                                             
28 Rahmadani, “Pemanfaatan Sistem E-Planning Dalam Perencanan 

Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kota Medan…,” 44. 
29 Shofia, “Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota 

Jambi Pada Sistem Berbasis E-Planning…,” 26. 
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waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan 

tahunan daerah dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan 

rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi 

rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan 

daerah.
30

 

 

2. e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah 

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan proses 

penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam 

pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan 

menggunakan Perencanaan maka diharapkan pelaksanaan 

pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor 

penting dalam Perencanaan pembangunan adalah keberanian 

untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian 

kapan melakukannya, selanjutnya bagaimana melakukannya 

dan yang terakhir siapa yang melakukannya. Perencanaan 

yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi 

di waktu yang akan datang. Perencanaan yang baik juga 

akan menghasilkan keputusuan atau hasil yang baik juga. 

Hakekat perencanaan pembangunan adalah suatu cara 

pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin 

dicapai di masa dalam suatu lingkup waktu tertentu serta 

menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk 

mencapainya. Kesiapan sumberdaya manusia untuk 

menerapkan e-Planning masih menunjukkan ketidaksiapan 

sehingga memerlukan adanya peningkatan sumberdaya 

manusia dengan cara, antara lain adalah : Tidak diperlukan 

penambahan jumlah pegawai yang berkualifikasi pada 

sumber daya manusia e-Planning, Sudah didapatkan uraian 

tugas pokok dan fungsi pegawai terurai secara jelas terkait 

aplikasi e-Planning.
31
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Perencanaan Berbasis E-Planning Di Pemerintah Kota Jambi...,” 29. 



32 

Dalam realitas, ada empat situasi perencanaan yang 

berbeda-beda dan ada empat teori tepat untuk masing-

masing situasi yang ada. Keempat teori tersebut adalah teori 

realisme, inkrementalisme, utopianisme dan metodisme, 

sebagaimana berikut pemaparannya:
32

 

a. Teori realisme–rasionalisme Dalam teori ini, terdapat 

empat langkah pengambilan keputusan ilmiah yaitu 

menganalisa sistem dan masalahnya, meletakkan 

alternatif penyelesaian utama terhadap masalah-masalah 

ini, mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi yang timbul 

dari setiap penyelesaian yang dibuat dan menganjurkan 

alternatif terbaik berdasarkan sejauh mana hal ini akan 

membantu untuk dikaitkan dengan tujuan akhir yang 

sedang dicari. 

b. Teori inkrementalisme Allan G. Feldt dalam Hamzens 

menggaris bawahi, situasi yang jauh lebih umum dan 

sering terjadi adalah tujuan akhir yang sedang dicari dan 

alat untuk mencapainya sama-sama tidak pasti. 

Selanjutnya dikatakan, “hampir semua orang setuju 

bahwa mereka menghendaki kota mereka menjadi suatu 

tempat yang jauh lebih baik untuk dihuni tetapi sangat 

sedikit anggota masyarakat yang memberikan spesifikasi 

yang jelas bagaimana kota yang baik, dan jauh lebih 

sedikit lagi yang dapat mengatakan bagaimana 

membuatnya.
33

 

c. Teori Utopia Pandangan ini berusaha mengembangkan 

imajinasi masyarakat, berusaha memecahkan masalah 

dengan jelas penghapusan pendekatan-pendekatan yang 

baru ke dalam sistem organisasi dan operasi. Daniel 

Burnham, seorang perencana dari Chicago mengatakan, 

“jangan sekali-kali membuat perencanaan yang kecil, 

perencanaan seperti ini sama sekali tidak mempunyai 

kekuatan gaib untuk memacu hasrat seseorang.” 

                                                             
32 Anthony J Catanese, Perencanaan Kota (Teori Perencanaan: Allan G. 

Feldt) (Jakarta: Erlangga, 1989), 21. 
33 Ibid. 
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d. Teori metodisme Teori ini menjelaskan aktivitas 

perencanaan yang sudah jelas, tapi hasil akhir yang akan 

dicapai belum ditetapkan dan tidak menegerti. Sering kali 

metode yang digunakan itulah yang menjadi tujuan 

akhirnya. Teknik-teknik tertentu telah ditetapkan 

sedemikian baik dalam praktek-praktek perencanaan. 

Sehingga dengan menggunakannya sudah sama dengan 

menjalankan perencanaan secara baik. 

Selanjutnya Allan G. Feldt dalam Hamzens 

mengemukakan bahwa dalam pendekatan utopia tujuan 

biasanya telah dinyatakan dengan jelas dan pasti, meskipun 

jalan untuk mencapainya kemungkinan tidak terlalu jelas. 

Beberapa variasi teori perencanaan yang sering dikaitkan 

dengan utopianisme, termasuk di dalamnya adalah berbagai 

program perencanaan yang berusaha mempromosikan 

lingkungan perumahan yang lebih baik, memperkuat 

pertentangan, kota-kota baru, jalur hijau, pemberantasan 

kemiskinan, penyediaan jasa-jasa sosial dan lain-lain.
34

 

Perencanaan pembangunan dapat dibagi kedalam tiga 

jenis perencanaan, yaitu berdasaran proses, dimensi 

pendekatan dan jangkauan jangka waktu. Ketiga jenis 

perencanaan terseut memiliki pendekatan yang berbeda, 

namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan 

tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-

pilihan. Pemilihan jenis perencanaan yang tepat akan 

menciptakan aselarasi pembangunan, menurut David C. 

Korten dalam Hamzens, ada dua pelajaran penting yang 

dapat dipetik dari jenis perencanaan ini, yaitu: 

a. Program yang didesain secara terpusat jarang tanggap 

terhadap kebutuhan-kebutuhan orang miskin. 

b. Organisasi-organisasi yang melaksanakan program-

program jarang memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan programprogram sebagaimana yang 

direncanakan. 

                                                             
34 Ibid., 22. 
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c. Bottom Upward Planning, melihat terjadinya dampak 

negative perencanaan dari atas kebawah, maka lahirlah 

sistem perencanaan dari bawah ke atas yang biasa disebut 

Bottom Upward Planning. Metode perencanaan dari 

bawah ini memperlihatkan besarnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan, masyarakat yang 

merencanakan dan membuat pilihan untu kehidupan 

mereka.
35

 

 

2. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pada setiap perencanaan pembangunan daerah 

terutama terdapat beberapa unsur maupun pokok kegiatan 

yang harus selalu muncul dalam setiap dokumen 

perencanaan pembangunan. Hal-hal yang harus dipenuhi 

untuk menggambarkan situasi maupun gambaran kegiatan 

terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah. 

Secara garis besar, hal-hal yang harus dipenuhi diantaranya 

adalah visi dan misi pembangunan, kondisi secara umum, 

strategi pembangunan, prioritas pembangunan, dan kegiatan 

yang dapat menunjang pembangunan tersebut.
36

 

Proses perencnaan dapat dibagi menjadi empat proses 

(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010), yaitu: 

1) Proses Teknokratik 

Perencanaan yang dilakukan oleh perencnaa 

prefesional atau oleh lembaga/ unit oeganisai secara 

fungsional melakukan perencanan, peandekatan 

teknoritas dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu 

daengana, menggunakan metode dan kerangka berfikir 

ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembnmgunan 

daerah .Metode dan kerangka berfikir ilmiah merupakan 

proses keilmuan untuk memperoleh dpengetahuan secara 

                                                             
35 David C. Korten, Pembangunan Yang Memihak Rakyat (Jakarta: Lembaga 

Studi Pembangunan, 1984), 25. 
36 Mohamad , “Implementasi Kebijakan E-Planning Pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kulon Progo,” Prosiding Seminar Nasional Riset Teknologi 
Terapan, Vol.1 No. 1 (2020): 36, 

https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/senaster/article/view/2658. 
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sistematis terkait perencnaan pembngunan berdasarkan 

buku fisis, data, dan informasi yang akurat, serta dapat 

dipertanggung jawabkan. Metode dan kerangka berpikir 

ilmiah antara lain digunakan untuk: 

a) Me-review menyeluruh kinerja pembangunan daerah 

periode yang lalu;  

b) Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan 

wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini; 

c) Merumuskan peluang dan tantangan yang 

mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah; 

d) Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan 

pambangunan daerah 

e) Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan 

sumber daya lainnya berdasarkan kondisi makro 

ekonomi; 

f) Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD 

berbasis kinerja; 

g) Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran fan 

hasil capaian, lokasi serta klelompok sasaran program/ 

kegiatan pembangunan daeragdengan pertimbnagan 

SPM; 

h) Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiaan 

pada tahun yang direncanakan, serta perkiraan maju 

untuk satu tahun berikut nya; 
37

 

2) Proses Partisipatif 

Perencanan yang melibatkan para pengaku 

kepentingan pembangunan (stakeholders) antara lain 

melalui pelaksanana Musrembang. Pendekatan partisipatif 

dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku 

kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan: 

a) Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan 

dalam proses pengambilan keputusan, disetiap tahapan 

penyusunan document perencannaan pembangunan 

daerah; 

                                                             
37 Riyadi and Deddy Supriyadi Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 51. 
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b) Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur 

pemerintah dan non pemerintah dalam pengembalian 

keputusan; 

c) Adanya akuntabilitas dalam proses perencanana serta 

melibatkan media masa; 

d) Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk 

kelompok masyarakat termajinalkan dan 

pengarustamaan gender; 

e) Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen 

perencanan pembangunan daerah; dan 

f) Terciptanya consensus atau kesepakatan pada semua 

tahapan penting pengambilan keputusan, seperti 

perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan 

tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
38

 

3) Proses Politik  

Pemilihan langsung dipandang sebagai proses 

perencanaan karena menghasilkan rencana pembanguna 

dalam bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan 

Presiden/Kepala Daerah terpilih selama kompanye. 

Pendekatan politis dimaksudkan bahwa program-program 

pembangunan yang ditawakan masing-masing calon kepala 

daerah pembangunan yang ditawarkan masing-masing 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada 

saat kampanye, disusun ke dalam rancanagan RPJMD, 

melalui: 

1. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atasvisi, misi, 

dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

kedalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program 

pembangunan daerah sealama masa jabatan; 

2. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis 

penyusunan, sikronisasi dan sinergi pencapaian sasaran 

pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan 

                                                             
38 Ibid., 46. 
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3. Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan 

pemerintahan untuk menetapkan produk hukum yang 

mengikat semua pemangku pemerintahan.
39

  

4) Proses Botton-Up dan Top- Down 

Perencanaan yangaliran proses dari atas kebawah 

atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan, 

pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas 

(botton-up) dan atas-bawah (top-down). Hasilnya 

diselaraskanmelalui musyawarah yang dilaksakan mulai 

dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi, dan 

nasional, sehingga terciptanya sinkronisasi dan sinergi 

pencapaian sasaran rencanana  pembangunan nasional dan 

rencanana pembangunan daerah. Perencanaan 

pembangunan dirumuskan (Permendagri Nomor 54 Tahun 

2010) secara: 

a) Transparan, yaitu membuka diri terhadapa hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas 

hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara 

b) Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, 

masalah, dan perubahan yang terjadi didaerah; 

c) Efesien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan 

pemasukan terendah atau masukan terendah dengan 

keluaran  maksimal; 

d) Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan 

sumber daya yang dimililki dengan cara atau proses 

yang paling optimal ; 

e) Akuntable, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

perencanaan pembangunan daerah harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertingggi Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang 

berlaku; 

                                                             
39 Ibid., 47. 
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f) Partisipatif, yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam 

proses tahapan perencanaan pembangunan daerah yang 

bersifat insklusif terhadap kelompok yang 

termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk 

mengakomodasi aspirasi kelompok msyarakat tidak 

memiliki akses dalam pengembalian kebijakan; 

g) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang akan 

dicapai dan cara-carauntuk mencapai nya; 

h) Berkeadilan, yaitu prinsip keseimbangan antara sektor 

wilayah pendapatan gender dan usia.
40

   

 

3. Implementasi e-Planning oleh Bappeda Lampung Barat 

Pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari 

peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, 

masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi 

dalam melaksanakan program kegiatan yang telah di rumuskan 

menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang 

berkesinambungan dan berkelanjutan. Bappeda kabupaten 

Lampung Barat menjadi salah satu perangkat daerah yang 

bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal 

pembangunan daerah, wujud peranan Bappeda dalam 

melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja 

dapat di lihat dari berbagai aspek. 

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, 

Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

telah ditetapkan. Seperti yang diutarakan oleh kepala Bappeda 

Kabupaten Lampung Barat bapak Okmal, bahwa: Sejauh ini, 

untuk melihat peranan Bappeda dalam hal pembangunan daerah 

di segala bidang, tentunya perlu di telusuri terlebih dahulu apa 

yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda sendiri. Dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya itulah, tentunya Bappeda telah 

melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan 

                                                             
40 Ibid. 
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pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, 

pelaksanaan hingga proses evaluasi.
41

 

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Kepala 

Bappeda, diketahui bahwa salah satu tolak ukur peranan 

Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek 

pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam 

pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada 

perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor 

kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan 

pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat 

dalam pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui program 

yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses 

pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan 

kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan 

setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran 

Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). 

 

 

                                                             
41 Okmal (Kepala BAPPEDA), "Implementasi e-Planning oleh Bappeda 

Lampung Barat," Wawancara dengan penulis,  July 26, 2020. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap 

permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data yang didapatkan implementasi e-planning 

masih menghambat akurasi dalam pengambilan keputusan 

pimpinan daerah dalam memberikan layanan terbaiknya 

terhadap masyarakat untuk mencapai peningkatan akuntabilitas 

aparatur daerah. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah (e-planning) sejauh ini tidak berjalan dengan maksimal 

sehingga belum memudahkan SKPD Kabupaten Lampung 

Barat dalam menyelesaikan masalah dengan mudah, cepat, dan 

tepat sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan 

Bupati Nomor 24 Tahun 2016. E-planning dalam Peraturan 

Bupati Nomor 24 Tahun 2016 oleh Pemerintah Lampung Barat 

belum sepenuhnya mampu mensejahterakan rakyatnya 

dikarenakan pengelolaan aset informasi daerah Kabupaten 

Lampung Barat belum akurat.  

2. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan fungsi perencanan 

pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat 

sudah berjalan sesuai dengan Fiqh Siyasah karena berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten 

Lampung Barat telah menjalankan perannya sesuai dengan 

Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat 

dari peran BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam 

melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 yang dibuat 

oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah tahap ke dua (2017- 2022). Namun 

berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada 

beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, 

seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak 

tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan 

Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada 

dana dari pusat. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah 

diuraikan diatas demi mencapai pelaksanaan fungsi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam 

perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat yang 

lebih baik, penulis ingin memberikan saran yang mungkin berguna 

dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan e-Planning 

sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi publik, agar 

masyarakat lebih mempercayai semua keputusan yang 

dihasilkan oleh pemerintah tanpa hanya sekedar menjalankan 

kegiatan administratif dan seremonial dari kegiatan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, demi 

tercapainya pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta 

tepat sasaran. 

2. Diharapkan dalam mencapai pembangunan daerah yang 

terpadu, terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kabupaten 

Lampung Barat supaya meningkatkan koordinasi dengan 

dinas dan instansi vertikal di daerah melalui e-planning, 

monitoring dan evaluasi pembangunan yang telah 

dilaksanakan. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran 1  

Foto Wawancara Bersama Staff Bappeda 

 

Foto Aplikasi E-Plannning pada Rapat Musrembang di 

Bappeda Lampung Barat 

 



 

Lampiran II 

PANDUAN WAWANCARA 

Responden : staff bappeda lampung barat 12 agustus 2020 

1. Identitas responden2 

a. Nama  :  MICHAIL WIDODO 

b. Umur  : 48th 

c. Pendidikan : S2 SMOM 

d. Pekerjaan : PNS 

e. Alamat   :.Suka Makmur Rt 01/04 kel. Way      

………………….Mengaku Kec.Balik bukit liwa lampung 

………………….barat 

2. Daftar pertanyaan  

a. Apa itu E-planing ?  

b. Bagaimana cara perumusan E-planing? 

c. Bagaimana implementas dilapangan tentang E-planing? 

d. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya ? 

e. Bagaimana efektifitas dari E-planing ? 

f. Apa landasan hukum tentang E-planing ? 

g. Siapa yang bertanggung jawab tentang E-planing? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Responden : masyarakat lampung barat 12 agustus 2020 

 

1. Identitas responden 

a. Nama  :   

b. Umur  : 

c. Pendidikan : 

d. Pekerjaan : 

e. Alamat  : 

2. Daftar pertanyaan  

a. Apakah anda mengetahui tentang E-planing?  

b. Jika iya, apa dampak yang dirasakan ? 

c. Adakah sosialisasi dari pemda tentang E-planing  ?  

d. Dari mana anda mengetahui tentang e-paling? 

e. Apakah anda kesulitan untuk mengakses E-planing ? 

f. Menurut anda efektif atau tidak tentang E-palning ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

  



 

 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 



 

 

 



 

  



 

 

 


